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Nama Satuan Kerja

Bappeda Provinsi Banten

1. | Unit Kerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Perencanaan dan Penganggaran
2. | Sasaran Strategis OPD _
Pembangunan Daerah yang Berkualitas
1. Capaian Kesesuaian dengan Parameter
Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah
3. | Indikator Sasaran Strategis OPD
| | 2. Penilaian  Perencanaan, Pengukuran,
Pelaporan dan Capaian Kinerja
Program  Koordinasi Dan  Sinkronisasi
4. | Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang
Indikator Sasaran Program pemerintahan dan pembangunan manusia
5. ‘
(Qutcome) yang  diakomodir  dalam dokumen
perencanaan
6. | Target Kinerja Program 100%
Penyusunan  dokumen perencanaan dan
7. | Kegiatan (Output) pengendalian bidang pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
-Tersusunnya dokumen perencanaan dan
8. | Indikator Sasaran Kegiatan (Output) pengendalian bidang pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
9. | Target Kinerja Kegiatan (Output) 13 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
a. | Sub. Kegiatan (Sub Output)

Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan

Indikator Sasaran Sub. Kegiatan

(Sub Output)

RKPD)
Terlaksananya  Koordinasi Penyusunan
Dokumen  Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Pembangunan Manusia

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub
Output)

2 Dokumen

Sub. Kegiatan (Sub Output)

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan  Perangkat

Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator Sasaran Sub. Kegiatan

Terlaksananya Asistensi Penyusunan

Dokumen  Perencanaan  Pembangunan

(Sub Output) Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub
2 Dokumen

Output)

Sub. Kegiatan (Sub Output)

Pelaksanaan Monitoring dan  Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

Indikator Sasaran Sub. Kegiatan

(Sub Output)

Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan  Pembangunan  Perangkat

Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub
Output)

4 Dokumen

Sub. Kegiatan (Sub Output)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator Sasaran Sub. Kegiatan

(Sub Output)

Terlaksananya  Koordinasi  Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub
Output)

5 Dokumen




A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian

bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagai berikut :

1)

2)

3)

5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578):




10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk
Membangun Keluarga Produktif. _

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Tentang RPJMN 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Permendagri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 26);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (SDGs) Provinsi
Banten.

Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026:




2. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah merupakan acuan prasyarat
pembangunan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai Misi
maupun Visi Gubernur, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Pembangunan OPD) yang
sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Oleh karena
itu, pada pelaksanaan program maupun kegiatan selaras dan berjalan dengan baik dan
lancar, serta pelaksanaan kinerja dapat diukur dan di pertanggungjawabkan melalui
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah).

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat diukur sebagai perwujudan suatu
Instansi (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan dalam mencapai outcomes (Indikator Kinerja Program) dan Output
(indikator kinerja kegiatan), dengan demikian dapat diperoleh pencapaian manfaat
(benefit) serta dampak (impacts) yang telah direncanakan baik itu rencana kerja tahunan
(RKPD) maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sebagai Gambaran Umum Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan
pengendalian bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah bagian dari proses
perencanaan dan pelaksanaan yang mengacu pada tolok ukur kinerja output, dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja 2 dokumen,
dengan rincian:

a. Dokumen Renja Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia

Tahun 2025

b. Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan

Manusia Tahun 2024

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia, dengan target kinerja 2 dokumen, dengan rincian:
a. Dokumen Verifikasi Renja 2025 Sub Bidang Pembangunan Manusia
b. Dokumen Verifikasi Renja Perubahan 2024 Sub Bidang Pembangunan Manusia

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan target
kinerja 4 dokumen, dengan rincian:

a. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang

Pembangunan Manusia TW |



b. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang
Pembangunan Manusia TW

¢. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang
Pembangunan Manusia TW ||

d. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang
Pembangunan Manusia TW IV

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan target kinerja 5 dokumen, dengan

rincian:

a. Dokumen Sinergitas perencanaan Pembangunan Manusia

b. Dokumen Rakortek Pendidikan Kabupaten/Kota Sub Bidang Pembangunan
Manusia

c. Dokumen Evaluasi Pendidikan Kabupaten/Kota

d. Dokumen FGD Tematik Link And Match Pendidikan Vokasi

e. Dokumen FGD Perencanaan Bidang Pendidikan wilayah Kabupaten/Kota

B. Kelompok Sasaran

1. Sasaran Pusat : Kemendagri, Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenaker,
Kemenpora, Kemen PPA, dan BPS.

2. Sasaran Provinsi:
5 OPD Mitra di Provinsi Banten (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

3. Sasaran Kabupaten/Kota :
Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Banten

4. Sasaran Stakeholder dan Pemangku Kepentingan lainnya : CSR, Perguruan Tinggi,
BUMN, BUMD dan BUMS, BAZNAS, BPMP, BGP, Ormas, Pilantrofi, Media Pers dan
LSM.

5. Data Sasaran yang menjadi Rujukan : Data BPS, Data Bank Indonesia, Data Susenas

dan data lainnya yang resmi di keluarkan

C. STRATEGI PENCAPAIAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)
1. Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian bidang

pemerintahan dan Pembangunan Manusia ini dikerjakan dengan metode swakelola oleh




Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Provinsi Banten. Dan

pelaksananya menggunakan dua metode, yaitu Rapat dan FGD. Rapat dan FGD

diselenggarakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Rapat Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja Pembangunan perangkat daerah mitra

bidang Pembangunan Manusia

C G ST

2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Koordinasi Perencanaan mitra bidang Pembangunan Manusia

Rapat Verifikasi Renja Awal Mitra bidang Pembangunan Manusia

Rapat Verifikasi Renja Akhir Mitra bidang Pembangunan Manusia

Rapat Verifikasi Renja Perubahan Mitra bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

TAHUN 2024
TRIWULAN | TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN Ket.
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Kegiatan  Penyusunan dokumen

perencanaan dan pengendalian bidang

pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Dacerah

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPIMD dan RKPD)

* Persiapan

* Pelaksanaan

* Pelaporan

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

* Persiapan

* Pelaksanaan e

* Pelaporan -
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen  Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

* Persiapan

* Pelaksanaan

* Pelaporan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

* Persiapan

(]

* Pelaksanaan

* Pelaporan




3. Biaya
Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan
Pembangunan Manusia adalah sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah),

dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

ANGGARAN
URAIAN
(RP)
Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian bidang
800.000.000
pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan :
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 55.150.400
RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
27.856.000

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 115.716.000

Pembangunan Manusia

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
601.277.600

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

D. PELAPORAN
Pelaporan atas kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian bidang
pemerintahan dan Pembangunan Manusia, baik pelaporan keuangan maupun pelaporan
kinerja, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui dokumentasi output

kegiatan secara keseluruhan dan laporan hasil pelaksanaan per tolok ukur.



E. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan
Pembangunan Manusia disusun untuk menjadi pedoman teknis penyusunan rencana
operasional pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 pada Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Banten.

Serang, 2023
Mengetahui
Kepala BAPPEDA Provinsi Banten, Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Dr. MAHDANI, SE.,ST.,M.Si.,MM AGUS SANTOSO E.G.A, ST, MT

NIP. 19690219 200112 1 001 NIP. 19750806 200112 1 004




E. PENUTUP ‘
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perﬁerintahan Dan
Pembangunan Manusia disusun untuk menjadi pedoman teknis penyusunan rencana
operasional pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran :2024 pada Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Banten.

Serang, 2023
Mengetahui
Kepala BAPPEDA Provinsi Banten, Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Dr. MAHDANI, SE.,ST.,M.Si., MM GUS SANTOSO E.G.A, ST, MT

NIP. 19690219 200112 1 001 NIP. 19750806 200112 1 004



E. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan
Pembangunan Manusia disusun untuk menjadi pedoman teknis penyusUnan rencana
operasional pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 pada Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Banten.

Serang, 2023

Mengetahui

Kepala BAPPEDA Provinsi Banten, Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

AGUS SANTOSO E.G.A, ST, MT
NIP. 19750806 200112 1 004

Dr. MAHDANI, SE.,ST.,M.Si.,MM
NIP. 19690219 200112 1 001







PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA

ESELON III

PROGRAM

KEGIATAN

NAMA BIDANG

ANGGARAN

TAHUN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

DESTA MUNGGARA, ST

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Rp. 2.650.000.000

2024




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Nama Satuan Kerja

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Unit Kerja

BIDANG PENGENDALIAN
EVALUASI DAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya Kinerja Perencanaan

) Pembangunan Daerah yang
2. | Sasaran Strategis PD )
Berkualitas
Meningkatnya penelitian daerah
3 Indikator Sasaran Strategis 1. Nilai SAKIP pada Komponen
" | OPD Perencanaan dan Pengukuran
Target  Kinerja  Sasaran _
4. 47 poin
Strategis OPD
Program Perencanaan, Pengendalian
5. | Program )
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Dokumen
6. | Sasaran Program (Outcome) Perencanaan Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
_ Persentase Dokumen Pengendalian
Indikator Sasaran Program _
Dan Evaluasi Yang Disusun sesuai
(Outcome)
Target Dalam Satu Tahun
7. | Target Kinerja Program ¢ 100%
Pengendalian, Evaluasi dan
: Pelaporan Bidang Perencanaan
8. | Kegiatan (Output)
Pembangunan Daerah
X _ Terlaksananya Pengendalian,
Indikator Sasaran Kegiatan )
9. Evaluasi dan Pelaporan Bidang
(Output)
Perencanaan Pembangunan Daera
Target Kinerja  Kegiatan
10. 100%
(Output)
e Koordinasi Pengendalian
A | Sub. Kegiatan (Sub Output) Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah di Provinsi




e Jumlah Laporan Hasil
Indikator =~ Sasaran  Sub. Pengendalian
Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan
¢ Terlaksananya Pengendalian
Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah di Provinsi

Target Kinerja Sub. Kegiatan
(Sub Output)

12 Dokumen yang terdiri dari
¢ 4 laporan Hasil Pengendalian
RKPD Provinsi Banten
e 4 Laporan Hasil Pengendalian
APBN Provinsi Banten
e 1 Laporan LKPJ
e 3 Laporan Pelaksanaan
Kinerja Penjabat Gubernur

Banten 3 Periode Kinerja

Sub. Kegiatan (Sub Output)

Evaluasi dan
Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

. Monitoring

Penyusunan  Laporan

Indikator Sasaran Sub.

Kegiatan (Sub Output)

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

Kinerja Pembangunan Daerah

Kinerja

Tersusunnya Hasil

Laporan
Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Target Kinerja Sub. Kegiatan
(Sub Output)

2 dokumen
o 2 Laporan monitoring,
Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Berkala Pelaksanaan

Sub. Kegiatan (Sub Output)

Tematik Pembangunan
Daerah
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran Sub.

Kegiatan (Sub Output)

Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Kabupaten/Kota

yang Difasilitasi/Evaluasi




Kinerja

Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota

Target Kinerja Sub. Kegiatan
(Sub Output)

12 dokumen
e 1 dokumen Hasil Fasilitasi
Raperkada RKPD kab/kota

o 1 dokumen

Raperkada Perubahan RKPD

Fasilitasi

¢ 1 dokumen Hasil Evaluasi
Raperda RPJPD kab/kota

e 1 dokumen Hasil Fasilitasi
Raperkada RPD

e 4 dokumen hasil Laporan

triwulanan dalev RKPD

Kab/kota 2024
¢ 4 dokumen hasil Laporan

triwulanan dalev APBN

kab/kota 2024

D | Sub. Kegiatan (Sub Output)

Pengendalian Pelaksanaan Kerja

Sama Daerah

Indikator Sasaran Sub.

Kegiatan (Sub Output)

Jumlah Kerja Sama Daerah yang

Dikoordinasikan Pelaksanaannya

Kinerja

Terkendalinya Pelaksanaan Kerja

Sama Daerah

Target Kinerja Sub. Kegiatan
(Sub Output)

1 kerjasama

A. LATAR BELAKANG
1.Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah , sebagai berikut :




1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata cara

Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ;



10)  Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi,Uraian Tugas, Dan Tata

Kerja Badan Daerah;

11) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024.

2.Maksud dan Tujuan

L.

a)

b)

c)

d)

Maksud

Melaksanakan dan Menyusun Laporan Hasil Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ;

Melaksanakan dan Menyusun Hasil Monitoring dan Evaluasi
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Melaksanakan dan Menyusun penyiapan bahan Fasilitasi
/evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota
Melaksanakan dan Menyusun Pengendalian dan Pelaksanaan

Kerjasama Daerah

. Tujuan

Tersusunnya pelaporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Tersusunnya laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Tersusunya laporan Fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan

pembangunan daerah kab/kota ;

Tersusunnya laporan Pengendalian dan Pelaksanaan Kerjasama

Daerah

3.Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

a.

Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi dilaksanakan
menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat , melalui
tahapan persiapan , pelaksanaan dan pelaporan;

Sub kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan
menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat, melalui

tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;



c. Sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan
menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat, melalui
tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

d. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
dilaksanakan menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat,

melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

4.Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan di Lingkungan Kawasan Pemerintahan Provinsi

Banten (KP3B) Kota Serang

5.GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah merupakan acuan
prasyarat pembangunan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, yang selanjutnya
dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra Pembangunan OPD) yang sesuai dengan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Oleh
karena itu, pada pelaksanaan program maupun kegiatan selaras dan
berjalan dengan baik dan lancar, serta pelaksanaan Kinerja dijabarkan
dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD tahun 2024.

Sebagaimana tugas yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur
Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok Dan Fungsi,Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Daerah
maka Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan yaitu
menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi, Laporan kinerja
Pembangunan Daerah, Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;, Pengendalian kerjasama daerah

dan Pengendalian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

B. Kelompok Sasaran
1. Sasaran Pusat : Kemendagri, Bappenas, Kemenpan RB, dan BPS.
2. Sasaran Provinsi :

Perangkat Daerah yang ada di Provinsi dan Intansi vertikal



3. Sasaran Kabupaten/Kota :
Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Banten

4. Sasaran Stakeholder dan Pemangku Kepentingan lainnya : pemeritnah
Daerah Provinsi lain, CSR, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD dan
BUMS, BAZNAS, Media Pers dan LSM.

5. Data Sasaran yang menjadi Rujukan : Data BPS, Data Bank Indonesia,

Data lainnya yang resmi di keluarkan

C.STRATEGI PENCAPAIAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB
OUTPUT)
1. Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan
pengendalian bidang pengendalian evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
ini dikerjakan dengan metode swakelola pada Bappeda Provinsi Banten dan
pelaksananya menggunakan Rapat pembahasan yang dalam
pelaksanannya seringkali dapat mengundang narasumber atau tenaga ahli
atau expert di bidangnya sehingga laporan yang dihasilkan lebih
berkualitas. Rapat koordinasi dan rapat verifikasi atau FGD juga dapat
diselenggarakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
mendukung pelaksanaan output sub kegiatan.
Khusus untuk pelaksanaan pengendalian lingkup Provinsi diperlukan juga
teknologi informasi berupa aplikasi pengendalian kinerja dalam rangka
mempercepat pelaporan dan melakukan rekap hasil keseluruhan.
Berikut penjabaran pelaksanaan rapat-rapat dari sub kegiatan yang
dilaksanakan dan hasil output yang dihasilkan, yaitu:
a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi yaitu:
Rapat Pengendalian Kinerja RKPD Provinsi Secara Triwulanan
Rapat Pengendalian Kinerja APBN Provinsi secara Triwulanan

Rapat Penyusunan LKPJ Provinsi Banten Tahun 2023

o

Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kinerja Penjabat Gubernur

Banten 3 Periode Kinerja (Jan-April, Mei- Agustus, Sept -Des)

b. Sub kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu:




1. Rapat penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Tematik Pembangunan

Daerah secara semesteran

c. Subkegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yaitu,

Rapat Fasilitasi Raperkada RKPD Kabupaten/Kota

Rapat Fasilitasi Raperkada Perubahan RKPD

Rapat Evaluasi Raperda RPJPD kab/kota

Rapat Fasilitasi Raperkada RPD

Rapat Triwulanan dalev RKPD Kab/kota secara Triwulanan

U -

Rapat Triwulanan dalev APBN kab/kota 2024 secaraTriwulanan

d. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, yaitu:

1. Rapat Koordinasi Kerja Sama Daerah (rapat yang terdiri dari beberapa

penjajakan Kerjasama yang di inisiasi Bappeda yaitu musrenbangtas Banten-Jabar,

Rakortas Banten-Lampung, dan Koordinasi Kerjasama Daerah).

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tahun 2020
™W 1 TW 2 T™W 3 ™ 4
NO Sub Kegiatan/ Rencana Aksi
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1 Sub Keg Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah di Provinsi

Penyusunan Dokumen Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi (12
dok)

PERSIAPAN

Rapat Persiapan LKPJ (pembentukan
Tim dan Uraian Tugas)

Rapat persiapan pengendalian Kinerja
RKPD Provinsi (pembentukan Tim g

verifikasi Kinerja PD) tim pendamping

Rapat persiapan penyusunan Laporan
APBN

Rapat persiapan penyusunan Laporan
Lapkin PJ,Gubernur Banten

PELAKSANAAN




Tahun 2020

™ 1 TW 2 T™W 3 T™W 4
Sub Kegiatan/ Rencana Aksi
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Rapat Pembahasan Rancangan LKPJ

Rapat verifikasi pengendalian Kinerja F 7 ‘ e W
RKPD Provinsi % £l ‘L

Rapat pengendalian Kinerja APBN

Rapat pembahasan penyusunan Lapkin
PJ,Gubernur Banten o s g Ph

PELAPORAN

Cetak Buku LKPJ 1_

Cetak Buku pengendalian Kinerja RKPD

Provinsi b

Cetak Buku Pengendalian Kinerja APBN JT

Provinsi 1

Cetak Buku Lapkin PJ,Gubernur
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Sub Keg Monitoring Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan Tematik

Pembangunan Daerah

PERSIAPAN

Rapat Persiapan Pelaksanaan o

monitoring, Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Berkala Pelaksanaan Tematik

Pembangunan Daerah

PELAKSANAAN

Rapat Pembahasan monitoring, Fogas o
|

Evaluasi dan Penyusunan Laporan 5:-

Berkala Pelaksanaan Tematik

Pembangunan Daerah

PELAPORAN

Cetak Buku monitoring, Evaluasi dan

i

Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Tematik Pembangunan

Daerah




Tahun 2020

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
NO Sub Kegiatan/ Rencana Aksi
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3 Sub Keg Fasilitasi/Evaluasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan dokumen
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota (12 Dokumen)

PERSIAPAN

Rapat Persiapan Fasilitasi Raperkada
RKPD Kabupaten/Kota

Rapat Persiapan Fasilitasi Raperkada
Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Rapat Persiapan Evaluasi Raperda
RPJPD Kabupaten /Kota

Rapat Persiapan Fasilitasi Raperkada
RPD Kabupaten/Kota

Rapat Persiapan triwulanan dalev RKPD
Kabupaten/Kota 2024

Rapat Persiapan triwulanan dalev APBN
Kabupaten/Kota

‘LV’. i '.:1

PELAKSANAAN

Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Raperkada
RKPD Kabupaten/Kota

Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Raperkada
Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Rapat Pelaksanaan Evaluasi Raperda
RPJPD Kabupaten/Kota

Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Raperkada
RPD Kabupaten/Kota

Rapat Pelaksanaan triwulanan dalev
RKPD Kabupaten/Kota 2024

b

=il

E e

Rapat Pelaksanaan triwulanan dalev
APBN Kabupaten/Kota

PELAPORAN

Cetak Hasil Fasilitasi Raperkada RKPD
Kabupaten/Kota

Cetak Hasil Fasilitasi Raperkada
Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Cetak Hasil Evaluasi Raperda RPJPD
Kabupaten/Kota

Cetak Hasil Fasilitasi Raperkada RPD
Kabupaten/Kota

Cetak Hasil dokumen Triwulanan dalev
RKPD Kabupaten/Kota 2024
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